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Abstract

The purpose of this research is to find out the coordination function at the Center for Gakkumdu
Bawaslu, Tidorr Islands City. And to find out the factors that affect the coordination function at
the Center for Gakkumdu Bawaslu City, Tidore Islands. The author uses empirical normative
research methods, namely where this research is intended to be able to find out the synergies
between the Gakumdu at the Bawaslu of the city of Tidore Kepulawan so that in carrying out
cross-sectoral coordination as well as in the internal Gakumdu it has shown the level of
effectiveness or not in order to be able to solve the problem of election violations. The results
showed that the Gakkumdu Institution in carrying out its duties and functions as an institution
tasked with reviewing and dissecting the issue of electoral violations in the regional head
election in Tidore Islands City in 2020 had carried out its duties as much as possible but the
Gakkumdu Institution was formed from a combination of cross-sectoral institutions, so it is still
needed a more serious and effective level of coordination in order to be able to unite various
perceptions in carrying out the functions of the Gakkumdu, because the membership of
Gakkumdu consists of representatives from the Police, the Prosecutor's Olffice, legal
practitioners and the commissioners of the Bawaslu of Tidore City. .

Keywords: Coordination, Effectiveness, Synergy of Gakumdu and Law Enforcement.

Abstrak
Tujuan dalam penelitian tersebut yaitu Untuk mengetahui Fungsi koordinasi pada Sentra
Gakkumdu Bawaslu Kota Tidorr Kepulauan. Serta Untuk mengetahui Faktor-faktor yang
mempengaruhi Fungsi koordinasi pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.
Penulis menggunakan metode penelitian normative empiris yaitu dimana penelitian ini
dimaksutka untuk dapat mengetahui sinergisitas antar gakumdu pada bawaslu kota Tidore
Kepulawan sehinga dalam melakukan kordinasi lintas sector maupun di internal gakumdu telah
menunjukan tingkat kefektifitas atau belum guna dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran
pemilu. Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Gakkumdu dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sebagai Lembaga yang bertugas untuk mengkaji dan membedah persoalan pelanggaran
pemili pada pemilihan Kepala daerah di Kota Tidore Kepulauan tahun 2020 telah malaksanakan
tugasnya semaksimal mungkin namun Lembaga Gakkumdu dibentuk dari gabungan antara
Lembaga lintas sector maka masih dibutuhkan tingkat kordinasi yang lebih serius dan efektif
guna dapat menyatukan berbagai persepsi dalam menjalankan fungsi dari gakkumdu tersebut,
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sebab keagotaan Gakkumdu terdiri dari perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, Praktisi hukum
serta komisioner Bawaslu Kota Tidore olehnya itu maka kordinasi memiliki peran yang sangat

penting dalam meujutkan sinergisitas Lembaga.

Kata Kunci : Koordinasi, Efektifitas, Sinergisitas Gakumdu dan Penegakan Hukum.

I. PENDAHULUAN

enyelesaian perkara tindak pidana

pemilu legislatif dituntut penyelesa-

ian secara profesional. Adanya
Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu)
antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan
diharapkan mampu untuk menangani perkara
tindak pida-na pemilu legislatif tersebut bukan
sebaliknya sehingga ada anggapan bahwa
sentra gakkum-du dibubarkan saja karena
dianggap tidak ca-kap dalam menyelesaikan
perkara tindak pida-na pemilu. Sentra
Gakkumdu adalah forum antara Bawaslu,
Polri dan Kejaksaan di tiap tingkatan yang
dibentuk sejak Pemilu 2004.

Penegakan hukum pada tindak pidana
pemilu merupakan hal yang paling menentu-
kan dalam melaksanakan pemilu yang bersih
dan berwibawa serta merupakan hal yang mu-
tlak yang tidak bisa ditawar penerapannya de-
mi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemi-
lu. Sejumlah tindak pidana ditemukan dalam
setiap penyelenggaraan pemilu baik pemilu
yang berskala nasional maupun yang berskala

lokal seperti halnya di kota Tidore Kepulauan

ini hingga mencederai proses demokrasi itu
sendiri.

Agar tercipta derajat kompetisi yang
sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat ke-
terwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki
mekanisme pertanggungjawaban yang jelas,
maka penyelenggaraan pemilihan umum harus
dilaksanakan secara lebih berkualitas dari
waktu ke waktu. Penyelesaian terhadap tindak
pidana pemilu menurut peraturan perundang-
undangan yang ada berlangsung dalam Sistem
Peradilan Pidana. Penyelesaian di luar sistem
ini adalah bertentangan dengan hukum karena
tidak sesuai dengan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat
dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu
yang ada selama ini, ada beberapa kasus yang
sampai pada tingkat peradilan namun ada juga
tidak atau sebaliknya. Hal ini tidak terlepas
dari transpransi antar lembaga Negara, ego
kelembagaan, maupun tumpang tindih kewe-
nangan, dimana terdapat lembaga Negara
yang satu merasa lebih superior disbanding
yang lain. Tentunya persoalan ketepatan suatu

lembaga di dalam melakukan eksekusi terha-

128



YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA

Volume 6 Nomor 5 Edisi Desember 2021 (127-141)

dap wewenangnya sangatlah ditentutakan pa-
da efektifitas fungsi koordinasi antar unsur
kelembagaan terkait.
II. KAJIAN TEORI
1. Efektivitas

Efektivitas adalah kemampuan untuk
memilih tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran
yang tepat dan mencapainya. Karena itu efek-
tivitas menunjuk pada kaitan antara output
atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang
sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa
yang sudah ditetapkan dalam rencana atau ha-
sil yang diharapkan. Suatu organisasi dikata-
kan efektif jika output yang dihasilkan bisa
memenuhi tujuan yang diharapkan.

Pendekatan sistem didasarkan atas suatu
anggapan bahwa organisasi dipandang sebagai
sistem. Satu sistem adalah satu set atau kolek-
si dari bagian-bagian yang bergerak saling ter-
gantung dan beroperasi sebagai satu keseluru-
han untuk mencapai tujuan umum. Sistem
adalah kumpulan dari bagian-bagian yang
saling berhubungan dan saling bergantung
yang diatur sedemikian rupa sehingga meng-
hasilkan suatu kesatuan. Pendekatan sistem
untuk manajemen menyajikan suatu pendeka-
tan penyelesaian masalah melalui diagnosadi
dalam satu kerangka kerja dari sistem organi-

sasional.

Menurut Gibson (2009: 65), teori sistem
menekankan pada pertahanan elemen dasar
masukan, proses, pengeluaran dan mengadap-
tasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang
menopang organisasi. teori ini menggambar-
kan hubungan organisasi terhadap sistem yang
lebih besar, dimana organisasi menjadi ba-
giannya. Konsep organisasi sebagian suatu
sistem yang berkaitan dengan sistem yang le-
bih besar memperkenalkan pentingnya umpan
balik yang ditujukan sebagai informasi men-
cerminkan hasil dari suatu tindakan atau
serangkaian tindakan oleh seseorang, kelom-
pok, atau organisasi.

Pendekatan sistem menjelaskan bahwa
organisasi memperoleh masukan (input), me-
lakukan proses transformasi, dan menghasil-
kan keluaran (output). Menurut pendekatan
ini, menetapkan keefektifan sebuah organisasi
atas dasar hasil pencapaian tujuan belum sem-
purna, sehingga dalam menilai keefektifan or-
ganisasi dimulai dari kemampuannya untuk
mendapatkan input, memproses input tersebut,
menghasilkan output, dan mempertahankan
stabilitas keseimbangan.

Pendekatan sumber daya sistem melihat
sisi input dari proses transformasi. Menga-
sumsikan organisasi harus sukses dalam mem-

peroleh input sumber daya dan dalam menjaga
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sistem organisasi untuk menjadi efektif. Orga-
nisasi harus mendapatkan sumber daya yang
langka dan bernilai dari organisasi lain. dari
pandangan sistem, efektivitas organisasi dide-
finisikan sebagai kemampuan organisasi,
dalam hal baik absolut atau relatif, untuk me-
ngeksploitasi lingkungannya dalam akuisisi
sumber daya yang langka Ulber Silalahi,
2015: 416-417).

2. Koordinasi

Sutisna (1989) medefinisikan koordinasi
ialah proses mempersatukan sumbangan-sum-
bangan dari orang-orang, bahan, dan sumber-
sumber lain ke arah tercapainya maksud-mak-
sud yang telah ditetapkan. Berdasarkan penda-
pat para pakar dapat disimpulkan bahwa yang
dimaksud dengan koordinasi ialah proses me-
ngintegrasikan (memadukan), menyinkronisa-
sikan, dan menyederhanakan pelaksanakan tu-
gas yang terpisah-pisah secara terus-menerus
untuk mencapai tujuan secara efektifdan efi-
sien.

Koordinasi adalah salah satu fungsi ma-
najemen dengan kata lain bahwa koordinasi
adalah fungsi organik dari pimpinan. Sebagai
fungsi organik, pimpinan memiliki kekhasan
bila dibandingkan dengan fungsi-fungsi orga-
nik lainya. Dikatakan khas karena fungsi koor-

dinasi mencakup pula fungsi-fungsi lainnya,

seperti: perencanaan, staffing, motivasi, pe-
ngawasan dan lain sebagainya. Koordinasi
merupakan usaha untuk menjamin kelancaran
mekanisme prosedur kerja dari berbagai
macam komponen dalam organisasi. Kelanca-
ran mekanisme prosedur kerja harus dapat
terjamin dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi dengan menghindari seminimal
mungkin perselisihan (friction) yang timbul
antara komponen dalam organisasi yang sama
dan mengusahakan semaksimal mungkin kerja
sama diantara komponen-komponen tersebut.
Koordinasi merupakan usaha mengarahkan
dan menyatukan kegiatan-kegiatan dari sa-
tuan-satuan kerja organisasi, sehingga organi-
sasi dapat bergerak sebagai kesatuan yang bu-
lat untuk melaksanakan seluruh tugas organi-
sasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan-
nya. Jelasnya koordinasi mengandung makna
adanya keterpaduan (integrasi) dan keserasian
serta kesimultanan (sinkronisasi) seluruh tin-
dakan yang dijalankan oleh organisasi.
3. Sentra Penegakan Hukum Terpadu
(GAKKUMDU)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012
bahwa proses penanganan tindak pidana pemi-
lu lebih singkat dibanding tindak pidana pada

umumnya. Proses yang terlalu lama antara
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pihak kepolisian dan kejaksaan yang akan
jangka waktu semakin lama.

Oleh karena itu dalam Undang-Undang
ini juga mengatur tentang Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan
maksud untuk menyamakan pemahaman dan
pola penanganan tindak pidana pemilu, Ba-
waslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
yang akan diatur dengan kesepakatan bersama
antara Kepala Kepolisian Negara Republik In-
donesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan
Ketua Bawaslu. 28 Didalam kesepahaman ter-
sebut mengandung reposisi peran kejaksaan,
panwaslu, dan pihak kepolisian. Kejaksaan
yang sudah terlibat langsung menangani per-
kara yang dianggap panwaslu adalah pelang-
garan yang mengandung unsur pidana kemu-
dian dibawa kedalam forum gakkumdu bersa-
ma dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan dasar tersebut maka dibuat
nota kesepahaman untuk membentuk sentra
penegakan hukum terpadu, dengan lanjutan
bahwa sentra gakkumdu merupakan kebutu-
han untuk menangani tindak pidana pemilihan
umum. Karena perlu diperhatikan dalam tin-
dak pidana Pemilu ialah adanya batasan wak-
tu, di mana upaya pengusutan juga memiliki

pengaruh terhadap proses penanganan pelang-

garan Pemilu, sehingga Sentra Gakkumdu me-
rupakan salah satu solusi utama dalam pene-
gakan hukum khususnya dalam tindak pidana
Pemilu (Topo Santoso, 2006: 222).
III. METODE PENELITIAN
Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan meto-
de yuridis empiris yakni berupaya untuk mem-
bedah berbagai atauran yang berkaitan dengan
temah yang diteliti serta menghubungkan atu-
ran tersebut dengan realitas yang terjadi dima-
syarakat dengan maksut dapat melihat tingkat
kesadaran dan ketaatan masyarakat atas aturan
atau kaidah yang berlaku.
Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksud-
kan untuk mempersempit dan memperjelas ru-
ang lingkup, sehingga orientasi penelitiannya
dapat dibatasi dan terarah. Untuk kepentingan
identifikasi dan analisa dilaksanakan pengum-
pulan data dengan mengadakan penelitian di
kantor Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu
Umum) Kota Tidore Kepulauan. Kepolisian
Resort Kota Tidore Kepulauan, Kejaksaan
Negeri Kota Tidore Kepulauan dengan alasan
pemilihan lokasi-lokasi penelitian ini didasar-
kan pada pertimbangan masih berada di bah-
wa daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio

Kota Tidore Kepulauan yang apabila dalam
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proses nya diperlukan data yang berkaitan
oleh peneliti dapat dimanfaatkan.
Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam peneli-
tian yang penulis lakukan ini adalah sebagai
berikut:

1. Data Primer.

Data primer merupakan sejumlah ketera-
ngan atau fakta yang diperoleh secara lang-
sung melalui penelitian lapangan atau lokasi
penelitian. Data primer ini bersumber dari
keterangan-keterangan atau fakta-fakta dari
hasil wawancara secara langsung dengan sum-
ber data yang secara kualitatif menguasai ma-
teri penelitian yaitu anggota Sentra Gakkumdu
yang terdiri dari anggota Banwaslu Kota Tido-
re Kepulauan, penyidik Polres Kota Tidore
Kepulauan, Penuntut Umum Kejaksaan Nege-
r1 Soasio Kota Tidore Kepulauan, dengan
menggunakan Teknik pentuan Informen, Pur-
posive Sampling.

2. Data Sekunder.

Data sekunder merupakan sejumlah ke-
terangan atau fakta yang secara tidak langsung
tetapi diperoleh dari kepustakaan sehingga
mendukung keterangan atau menunjang ke-
lengkapan data primer. Data sekunder dapat

diperoleh melalui beberapa literatur perpusta-

kaan, peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan obyek penelitian.
Pehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai
dengan tujuan penelitian, maka digunakan tek-
nik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu
bentuk komunikasi verbal, semacam percaka-
pan yang bertujuan untuk memperoleh infor-
masi. Teknik wawancara yang digunakan de-
ngan bertatap muka dan mengadakan tanya
jawab terhadap informan (anggota Sentra
Gakkumdu yang terdiri dari anggota Bawaslu
Kota Tidore Kepulauan, penyidik Polres Kota
Tidore Kepulauan, Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Soasio Kota Tidore Kepulauan) secara
bebas terpimpin guna memperoleh data yang
diperlukan dalam penelitian ini. Penulis meng-
gunakan teknik wawancara dengan maksud
agar mendapat data secara mendalam dan
mendasarkan persoalan yang ada serta menda-
pat jawaban atas pertanyaan yang telah diper-
siapkan oleh penulis.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tehnik

pengumpulan data yang diperoleh dengan cara

mempelajari buku-buku atau literatur doku-

men-dokumen resmi, peraturan-peraturan, ber-
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kas perkara dan bahan lain yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti.
A. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dalam penelitian
ini dengan cara membahas pokok persoalan
berdasarkan data yang diperoleh baik dari
studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian
lapangan yang kemudian dianalisis secara ku-
alitatif untuk mendapatkan pemecahan masa-
lah. Kasus yang di Tangani
IV. HASIL PENELITIAN

Fungsi Koordinasi pada Sentral
Gakkumdu  Bawaslu  Kota Tidore
Kepulauan.

Fungsi kordinasi dalam setiap pengem-
bangan suatu organisasi sangatlah penting
olehnya itu maka kordinasi tersebut sangat
dibutuhkan untuk mencapai hasil yang menja-
di target, sasaran serta tujuan yang ingin di
capai. Dengan demikian maka setiap komuni-
kasi sangat di harapkan untuk mencapai tujuan
tersebut sangat harusla kumunikasi dapat dila-
kukan sebagai bentuk kordinasi yang efektif
agar dapat mencapai tujuan dari kordinasi ter-
sebut. Seiringi dengan pandangan tersebut ma-
ka dapat di pahami bahwa untuk menciptakan
output yang baik agar tercapainya tujuan yang
berkualitas maka sangat di perlukan langkah-

langkah yang efektif baik langkah dalam

bentuk tindakan maupun langkah dalam ben-
tuk kordinasi agar apay yang di cita-citakan
dalam output tersebut dapat tercapai.

Dalam pengembangan sebuah organisasi
sangat diperlukan peran dari bagian-bagian or-
ganisasi tersebut dalam kerangka untuk men-
dukung organisasi agar dapat tercapai tujuan
dari organisasi tersebut. olehnya itu kerangka
pendukung untuk salahsatunya adalah fungsi
kordinasi yang efektif, jika kordinasi yang
efektif dapat dilakukan secara baik maka akan
dapat tercapainya tujuan dari organisasi terse-
but. Hal ini sebagaimana yang terjadi di sen-
tral Gakumdu Bawaslu Kota Tidore Kepula-
uan yang mana dapat terlihat bahwa di setiap
bagian-bagian dari gakumdu dapat mencer-
minkan ini secara baik yakni dapat melakukan
kordinasi secara efektif untuk mencapai tujuan
dari fungsi gakkumdu tersebut.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh
ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Bahru-
din Tosofu di Kantor Bawaslu Kota Tidore)

“Bahwa Gakumdu dalam melaksanakan
tugasnya selalu berkordinasi dengan Bawaslu
serta para jajaran yang berada dibawahnya
baik dari kecamatan maupun dari kelurahan
kordinasi tersebut bertujuan untuk dapat

menciptakan hubungan secara baik dalam
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kerangka menjalankan tugas-tugas dari ga-
kumdu secara efektif”

Dalam konteks ini maka dapat di pahami
bahwa gakumdu dalam menjalankan tugas-
tugasnya untuk maka selalu melakukan kordi-
nasi secara baik antara tim gakumdu dengan
komisioner bawaslu dan para jajaran struktural
bawaslu baik yang berada di kecamatan mau-
pun yang berada di bwah kecamatan yakni ke-
lurahan serta petugas lapangan, seluruh sistem
kordinasi tersebut di bangun dalam rangka
untuk mencapai tujuan dari fungsi gakumdu
tersebut serta dapat menlahirkan apa yang
diharapkan dalam sistem kordinasi tersebut
dapat tercapai.

Pada teori sistem sebagaimana yang di
kemukakan oleh Gibson (2009:65) “bahwa
Sistem sangatlah menekan pada suatau perta-
hanan elemen dasar masukan, proses, penge-
luaran dan adaptasi terhadap lingkungan yang
lebih luas sebagai penopang organisasi” De-
ngan teori sistem menutut Gipson ini maka
kita dapat menelah bahwa sistem suatu organi-
sasi sangat diperlukan sebab dia bagian dari
cara untuk menjaga atau mempertahankan or-
ganisasi serta sebagai peletak dasar organisasi
dalam melakukan penyesuaian dengan per-
kembangan dunia eksternal organisasi dalam

upaya pengebangan serta kerja-kerja organisa-

si tersebut untuk mencapai tujuan dari apa
yang di harapkan dalam organisasi tersebut.

Berdasarkan pandangan tersebut maka
Gakumdu Kota Tidore Kepulauan dalam men-
jaga kewibawan lembaganya maka selalu me-
lakukan kordinasi secara sistematik dan seba-
gai upaya untuk minciptakan sistem kelemba-
gaan yang baik serta fungsi dan peran gakum-
du dalam melakukan tugas-tugas sebagaimana
yang di isaratkan oleh undang-undang nomor
3 tahun 2020 tentang pemilihan umum.

Untuk menjaga sistem organisasi dapat
berjalan dengan baik dan efektif maka diperlu-
kan bentuk kordinasi yang lebih baik sebagai-
mana yang terdapat pada Gakumdu Kota Ti-
dore kepulawan. Yang mana dalam setiap pe-
nangan masalah selaluh intens berkordinasi
dengan jejaring sistem yang paling bawah
sebagai sumber laporan atas setiap penaganan
kasus yang sedang berkembang.

Sebagaimana dengan hasil wawancara
atas Panwas kecamatan Rustam Hamisi beliau
menyatakan:

“bahwa Bawaslu serta lembaga Gakum-
du dalam melakukan penangan atas setiap pe-
langgaran pemilu yang di laporkan dari
panwascam kecamatan ke jajaran yang lebih
tinggi maka pihak bawaslu dan terlebih pada

Gakumdu selalu melakukan kordinasi secara
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intens terhadap panwascam untuk melakukan
penangananya selain itu juga kordinasi itu
dilakukan terhadap pihak petugas lapangan
panwascam sebagai upaya untuk mengabden
setiap sat atas permasalahan yang terjadi di
kelurahan”.

Dari pandangan tersebut maka dapat di
pahami bahwa Gakumdu dalam malaksanakan
tugasnya tidak hanya sebatas mendapat lapo-
ran dari pihak kecamatan dan melakukan pem-
bedahan atas masalah yang di laporkan terse-
but akan tetapi Gakimdu akan melakukan pe-
ngecekan atas keabsagan laporan tersebut di
lapangan dengan tuuan agara mendapat kefali-
tan atas informasi tersebut, pengidentifikasi
masalah yang dilakukan oleh gakumdu lewat
kewenangan penyelidikan tersebut tidak hanya
bersandar pada panwas kecamatan saja akan
tetapi penelusuran juga di lakukan terhadap
panwas kelurahan serta petugas panwas lapa-
ngan guna menciptakan kordinasi yang lebih
efektif guna mencapai tujuan dari pemecahan
masalah tersebut. langkah yang dilakukan oleh
gakumdu sebagai bentuk dari muujutkan sis-
tem organisasi yang baik serta melahirkan
efektifitas dalam penangan masalah agar dapat
terlihat secara jelas masalah yang di bedah, se-
lain itu juga dengan membangun kordinasi se-

cara efektif dengan jajaran sistem palaing

bawah dapat tercirmin hubungan kordinasi
yang baik dan dapat mempermudah dalam
penyelesaian masalah tersebut serta dapat
memberikan pemetaan tentang setiap pelang-
gara pemilu yang dilaporkan guna dapat di
lihat pelanggara-pelanggaran yang memenuhi
unsur pelanggara maka dapat di proses sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yakni dapat
disidangkan di pengadilan agar dapat diputus-
kan berdasarkan pelanggaran yang di lakukan
sedangkan yang tidak memenuhi unsur akan
diberikan peneguaran sesuai dengan tingkat
pelanggaran guna tidak mengulangi atas pe-
langgaran tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi
koordinasi pada sentral Gakkumdu
Bawaslu kota Tidore Kepulauan.

Setiap kebijakan yang baik dan efektif
sangat lah dibutuhkan kordinasi yang baik
olehnya itu maka kordinasi merupakan sisi
penting yang harus di perhatikan dalam setiap
organisasi.

Dari sisi kordinasi memiliki berbagai
karakteristik yang sangat penting diantaranya :
pertama Kordinasi memiliki tujuan untuk
mencapai kepuasan atas semua pihak dalam
artian bahwa setiap pihak-pihak yang terlibat

dalam sistem kordinasi tidak merasa dirugikan

bahkan dapat memberikan dampak positif bagi
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semua pihak tersebut dalam kerangka untuk
mencapai tujuan dari kordinasi tersebut. Ke-
dua, Kordinasi bersifat proaktif baik dari sisi
pengambil kebijakan maupun stakeholders,
dalam konteks ini setiap pihak pengambil ke-
bijakan atau pemimpin dalam merumuskan
berbagai kebijakan haruslah dapat berkordina-
si aktif terhadap masyarakat sebagai pelaksana
kebijakan sehingga ada kesepahaman antara
masyarakat sebagai pelaksana kebijakan de-
ngan pemimpin sebagai perumus kebijakan
agar kebijakan tersebut dapat terrealisasi seca-
ra baik. Ketiga, Kordinasi tidak dalam sifat
mementingkan diri sendiri maupun kelompok
tertentu, dalam artian bahwa kordinasi dapat
dilakukan dalam upaya untuk meujutkan
kepentingan bersama dalam upaya untuk men-
capai tujuan secara bersama pula. Ke empat,
Kordinasi dapat dilakukan dalam agar tidak
menimbulkan tumpang tindi dalam tugas,
dalam artian bahwa kordinasi dapat dilakukan
secara baik dalam upaya untuk mengarahkan
tugas pokok dari bagian-bagian yang berperan
agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami
bahkan melaksanakan tugas tersebut. kelima,
Kordinasi dilakukan untuk membangun ko-
mitmen atara semua pihak, dalam artian bah-
wa fungsi dari kordinasi adalah bagimana

membangun hubungan kebersaman serta me-

mupuk komitmen untuk untuk meujutkan apa
yang menjadi cita-cita bersama dalam menca-
pai tujuan. Keenam, Kordinasi dapat dilaku-
kan untuk mendukung percepatan informasi
yang berkaitan dengan putusan suatau aturan
atau kebijakan, hal ini dimaksutkan bahwa
dengan kordinasi maka setiap aturan yang di
rumuskan dan diputuskan menjadi suatu kebi-
jakan oleh para pengambil kebijakan maka
aturan tersebut dapat mengalir secara cepat
kepada masyarakat sebagai pengguna kebija-
kan. Ketuju, Kordinasi dapat memperkecil ru-
ang konflik dan memberikan dampak positif
bagi semua pihak. Dalam konteks ini kordi-
nasi dapat memberikan dampang yang cukup
baik terutama pada pihak yang memiliki per-
selisihan paham atau yang sala menafsirkan
sehingga dengan kordinasi dapar memberikan
nuansa baru dalam melahirkan kesamaan pe-
mahaman dan persepsi agar mengurangi
resiko konflik atau perselisihan tersebut. Ke-
delapan, Dengan Kordinasi maka setiap
kegiatan akan dapat terselesaikan tepat waktu,
dalam konteks ini maka kordinasi menjadi hal
yang penting dalam menyelasaikan berbagai
kegiatan sesuai dengan waktu yang telah
direncanakan sehigga setiap kegiatan kegiatan
dapat terlaksana dengan baik. Kesembilan,

Dengan kordinasi seluruh masalah dapat
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terselesaikan dengan baik, yaitu setiap perso-
lan yang dihadapi oleh seorang pemimpin da-
lam pengambilan kebijakan maka dengan
kordinasi secara baik dan efektif dapat meme-
cahkan masala tersebut sehingga seluruh per-
soalan dapat terselesaikan secara baik. (Mala-
yu S.P Hasibuan 2014:86)

Dari berbagai krakteristi koordinasi ter-
sebut diatas maka dapat dipahami bahwa kor-
dinasi memiliki peran yang sangat penting
dalam setiap organisasi atau suatu kelemba-
gaan yang mana kordinasi dapat memberikan
berbagai manfat baik sebagai solusi dalam
menyelesaikan masalam maupun sebagai
penghubung dalam merealisasikan suatu kebi-
jakan. Koordinasi memiliki peran yang sangat
penting dalam suatu kelembagaan organisasi,
sebagaimana dapat terlihat pada Gakumdu Ba-
waslu kota Tidore Kepulauan. Dengan koor-
dinasi yang intens dan terjalin baik yang dila-
kukan oleh Jajaran Gakumdu dengan panwas-
cam di kecamatan maupun kelurahan maka se-
luruh tugas dan peran gakumdu dapat terlak-
sana dengan baik, begitu juga sebaliknya da-
lam internal gakumdu dapat membangun kor-
dinasi dengan baik maka seluruh fungsi dan
peran gakumdu dapat terlaksana dengan baik

pula.

Keanggotaan Gakumdu sebagaimana
hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota
Tidore Kepulauan pada Tanggal 26 Juli 2021
menjelaskan (di ruang kerja)

“Bahwa Keangotan gakumdu direkrut
berdasarkanperinta peraturan bersama antara
bawaslu, Kapolri dan Kejaksaan Agung tahun
2020 yang manai didalam struktur kepenguru-
sanya terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan
Kejaksaan, jadi dari tiga lembaga tersebut
merekomendasikan anggotanya untu menjadi
anggota Gakumdu baik ditingkat pusat,
propinsi, dan kabupaten kota”.

Dari keterangan diatas maka dapat
dipahami bahwa berangkat dari latarbelakang
peran yang bebeda maka dalam menjalankan
fungsi dan tugas sebagai gakumdu haruslah
lebih maksimal dalam membangun kordinasi
pada internal gakumdu agar dalam penanga-
nan masalah dapat berjalan sesuai dengan
yang di harapkan.

Dalam membangfun koordinasi lintas
sektor yang tergabung dalam gakumdu sering
terjadi perbedan cara pandang dalam pena-
ngan kasus atau pelanggaran pemilu hal ini
sebagaimana yang di kemukakan oleh :

M. Rivai Adam pada hasil wawancara

(di Polres Tidore) menyatakan “bahwa pada

lembaha gakumdu perlu membangun kordina-
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si yang lebih efektig sebab keanggotaan pada
lembaga gakumdu terrekrut dari latarbelakang
tungas dan peran yang berbeda-beda yang se-
kalipun seluruhnya memiliki emahaman hu-
kum yang sama namun dalam pelaksanan
teknis dan cara penafsiran masalah bedasarkan
tugas dan peran masing-masing sehingga se-
ring terjadi perbedaan yang sangat tajam
dalam berpendapat untuk mengambil kesim-
pulan atau memfoniskan masalah tersebut ma-
suk pelanggaran pemili atau tindak pidana
pemilu.

Dari pandangan tersebut dapat dipahami
bahwa dalam kelembagaan gakumdu terdiri
dari keanggotaan yang terrekrut atas tugas dan
peran yang berbeda-beda olehnya itu sehingga
menjadi salahsatu faktor penghambat utama
dalam memangun kordinasi jika kordinasi
tidak dilakukan secara baik antara pihak-pihak
yang terlibat dalam struktur gakumdu tersebut
maka barbagi persolan yang berkaitan dengan
pelanggaran pemilu tidak dapat diselesaikan
secara sistimatis sesuai dengan apa yang diha-
rapkan, sebab tugas utam gakumdu adala me-
lakukan pengkajian atas setiap pelaporan yang
datang dari panwascam kecamatan untuk me-
lakukan pengkajian dan pembedahan kasus
dan dari hasil pengkajian tersebut akan berke-

simpulan apakah kasus tersebut masuk pada

pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemi-
lu. Olehnya itu dengan latarbelakang pengala-
man kerja yang berbeda yang terhimpun
dalam kelembagaan gakumdu tersebut perlu
lebih intens dalam melakukan koordinasi dan
meletakan pokokpermasalahan pada nilai dan
etika sehingga tujuan dalam penyelesaian
masalah dapat tercapai dengan baik.

Berangkat dari instansi yang berbeda ini
sering terjadi perdebatan yang panjang dalam
penyelesaian masalah di gakkumdu baik
dalam penetapan masalah yang harus ditindak-
lanjuti sebagai pidana pemilu untuk terproses
di pengadilan guna mendapat keputusan hu-
kum tetap, maupun dalam menetapkan ok-
nom-oknom yang terlibat dalam melakukan
tindak pidana dan pelanggaran pemilu tersebut
dalam konteks ini sebagaimana yang di kemu-
kakan oleh salah satu anggota Gakkumdu
Kota Tidore Kepulauan :

Amru Arfa, SH berdasarkan hasil wa-
wancara (di Kantor Bawaslu Kota Tidore
Kepulauan) menyatakan “bahwa Dalam pene-
tapan kasus dan oknom-oknom yang terlibat
dalam pelanggaran pemilu di gakumdu sering
terjadi perdebatan sebab seluruh anggota ga-
kumdu bersumber dari lembaga hukum yang
berbeda sehingga masing-masing memiliki ca-

ra pandang terhada pelanggaran dan keterliba-
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tan orang atas pelanggaran tersebut yang ke-
mudian di tetapkan sebagai pelanggaran pemi-
lu atau pidana pemilu, hal ini sebagaimana
contoh kasus pelanggaran pidana pemilu yang
terjadi di panwascam tidore timu pada pemili-
han walikota dan wakil walikota tahun 2020
dimana pelanggaran pemilu tersebut melibat-
kan tiga orang yakni Yusuf Daut, Miswar La-
ha dan Iwan M. Saleh atas tindakan mengha-
lang-halangi tugas pengawasan pada panwas-
cam Tidore Timu, dari kasus tersebut terjadi
perdebatan hangat bagi anggota gakumdu da-
lam penetapan kasus tersebut yang mana hasil
dari perdebatan panjang kemudian memutus-
kan bahwa tindakan tersebut masuk dalam
tindakan pidana pemilu dan diproses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku namun
dalam penetapan gakumdu merekomendasikan
tiga orang menjadi tersangka dalam tindak
pidana pemilu, akan tetapi dalam perjalanan
penyelidikan yang dilakukan oleh anggota
gakumdu kemudian hanya merekomendasikan
dua orang menjadi tersangka yakni Yusup
Daut dan Miswar Laha sedangkan Iwan M.
Saleh tidak lagi terrekomendasikan. Hal ini
menunjukan bahwa pada anggota gakumdu
memiliki latarbelakang pengalaman yang ber-
beda dalam penangana kasus sehingga orang-

orang yang dapat dikatakan memenuhi unsur

berdasarkan ketentuan dan cara menafsirkan
ketentuan tersebut. Begitu pula pada ketentuan
pelanggaran yang lain dimana keterlibatan
ASN dalam perpolitakan praktis di pemilihan
kepala daerah tahun 2020 kemarian berdasar-
kan cara pandang atas masalah tesebut mem-
buat banyak ASN dinyatakan bebas dari jera-
tan karna hasil kajian gakumdu tidak memiliki
unsur keterlibatan sekalipun dalam kajian ter-
jadi perdebatan yang tajam pula namu dengan
sistem komunikasi dan kordinasi yang baik
sehingga semuanya dapat di putuskan secara
Bersama”.

Atas penjelasan tersebut maka dapat
pahami bahwa kenggotan yang berada pada
kelembagaan Gakkumdu berdasarkan keten-
tuan peraturan bersama tersebut maka keang-
gotannya terdiri dari Komisioner Bawaslu,
perwakilan dari unsur Kepolisian dan Perwa-
kilan dari Unsur Kejaksaan yang semuanya
memiliki peran yang sama dalam membedah
persoaln hukum yang berkaitan dengan pe-
langgaran maupun tindak pidana pemili di se-
tiap daerah kelebagaan tersebut berada, seba-
gaimana yang terdapat di Kota tidore Kepua-
laun. Keanggotan yang tergabung adalah bera-
da dari unsur kelmbagan yang berbeda maka
dipandang perlu untuk melakukan koordinasi

yang baik antara sesama anggota gakkumdu
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sekali gus pada instani asal dari anggota terse-
but agar tidak terjadi mis komunikasi serta
tidak terjadi ketersinggungan antar kelemba-
gan yang berada pada anggota gakumdu terse-
but.

Faktor yang paling berpengaruh pada
kordinasi Gakumdu di kota tidore kepualauan
adalah faktor kelembagaan sebagaimana yang
di kemukakan oleh

Amru Arfa,SH pada hasil wawncara (di
ruangkerja Bawaslu Kota Tidore Kepulauan).
“bahwa seluruh struktur yang ada pada kelem-
bagaan gakkumdu terisi oleh orang-orang
yang ditugaskan oleh instansi atau kelemba-
gaan yang berbeda seperti Kepolisian dan
Kejaksan yang mana masing-masing memiliki
pengetahuan hukum baik secara teoritis mau-
pun secara praktis serta memiliki penanganan
masalah yang berbeda pula. Dengan demikian
maka kordinasi lintas sektor dalam penangana
masalah sering menjadi faktor penghambat
akibat dari institusi yang berbeda tersebut”.

Koordinasi sangat di perlukan dalam
menghubungkan institusi-institusi yang berbe-
da tersebut selain menghubungkan, koordinasi
pula sangat diperlukan untuk menyatukan per-
sepsi dalam penanganan masalah yang berada
pada lembaga gakumdu serta dapat menjadi

benang merah dalam mempertemukan cara

pandang hukum atas setiap pelanggaran mau-
pun tindak pidana pemilu yang berada di kota
tidore kepulauan sebagaimana yang terjadi
pada beberapa kasus pelanggara dan tindak pi-
dana pemilu yang berada di wilaya hukum
kota tidore tersebut. olehnya itu maka efekti-
fitas dalam kordinasi menjadi solusi dalam pe-
nangan berbagai faktor penghambat dalam
sisten kerja-kerja gakumdu baik dari sisi inter-
nal maupun sisi eksternal.

Dari berbagai kasus yang di selesaikan
di gakkmdu baik terselesaikan di internal gak-
kumdu maupun ada pula kasus pelanggaran
pemilih yang di teruskan ke pengadilan seperti
kasus menghalang-halangi tindakan pengawa-
san yang terjadi di kecamatan Tidore Timur
tersebut maka dapat dilihat bahwa tindakan
gakkumdu dalam merespon persoalan pemili
sangat lah serius dan sesuain dengan keten-
tuan peraturan perundang-undangan berlaku,
hal ini didukung dengan tingkat koordinasi
yang serius yang dilakukan oleh sesama ang-
gota gakumdu dalam penangan berbagai seng-
keta pemelihan kepala daerah walikota dan
wakil walikota kota tidore kepulauan.
V. KESIMPULAN

Dari berbagai penjelasan tersebut diatas

maka dapat disimpulkan bahwa:
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1. Fungsi kordinasi sangat di perlukan pada
lembaga gakumdu terutama yanng berada
di Kota Tidore Kepulauan dalam penyele-
saian berbagai masalah pada pemelihan
walikota dan wakil walikota tahun 2020.

2. Faktor penghambat dalam fungsi kordinasi
atas setiap instani atau suatu lembaga yang
dimana lembaga tersebut adalah penghim-
punan keanggotaanya berasal dari latarbe-
lakang pengalaman dan peran yang berbeda
yang sering menjadi faktor penghambat
dalam mempertemukan persepsi maka,
Fungsi koordinasi sangatlah penting dalam
upaya untuk mempertemukan perbedaan
dan cara pandang tersebut guna dapat men-

capai kesimpulan.
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